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SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

in.

: 1.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jnsa pemerintah secara integrasi dan terpadu perlu
menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam,;

bahwa agar pelaksanaan pengadann  barang/jasa  di
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang scbagian
atau seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanjn  Dacrah
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing schat,
transparan, adil, akuntabel dan tertib administrasi sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan pada huruf b, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Dacrah Kota Pagar Alam tentang
Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar Republik

Indonesia Nomor 3851);
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pentuka?®
Undang-Undang Nomor 8 Tahun ! |mlum"‘|"
Kota Pagar Alam  (Lembaran  Negar "”“Nrmn- l\'vlml;llk
Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Indonesin Nomor 41 15);

a1l
2001 tentani Ien)

; wl
, (nfprmi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ¢ ninvp

dan  Transaksl  Elektronik  (Lembamn  Negort
Indonesin Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan e
Negara Republik indonesin Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang l’t‘luymmll
Publik (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintnh
Dacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapn  kall,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 ‘Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

mbatatt

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) Sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan  Presiden  Nomor 10 Tahun ’2013.
Pengadann  Barang/Jasa Pemerintah ("""""" .
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ) BebAS 2021
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahut .10
Tentang Perubahan atas Peraturan  Presidan Nomot ah
Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasi pemerint l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo¢
03);

Peraturan  Presiden  Nomor 17 ‘Tahun 2023 tentnng
Percepatan  Transformasi  Digital di  Bidang Pengadna®
Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);

Peraturan Menterd Pendayagunann Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional  Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor
1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Pagar
Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016
Nomor 8), Scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pagar Alam ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Nomor 3);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

) mllll“
19 Pernturan Wall Kota Nomor 32 Tahun 2010 tentt! | (;::"uwll
Penyelenggaman Standar Pelayanan Publik dl LK
Pemerintah Kot Pagar Alam, -
200 Peraturan Wall Kota Nomor 56 Tahun 2021 (el

| wertin
Kedudukan, Susunan Organiwasl, Tugas dan FFungs ey
"
Tatn Kerja Sekretariat Daerah Kotn Pagar Alam
Daerah Kota Pagar Alam Tahan 2021 Nomor 50);

MEMUTUBKAN ;

Standar Operasional Prosedur pada Baglan Pengadaan Barang

dan Jasa Sckretarint Dacrah Kota Pagar Alam scbhagnimana

tercantum  pada  Lampiran yang merupakan baglan tdak

terpisahkan dari Keputusan ini,
Standar Operasional Prosedur sehagnimana dimaksud diktum

Kesatu  merupakan scrangkaian  instruksi

tertulis  yang
dibakukan  mengenai

berbagai  proses  penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sckretariat Dacrah Kota Pagar Alam,

Biaya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dacrah Kota Pagar Alam

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Pagar Alam,

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal V3 Jonwari gpaq

a.n. Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

JRANO FAHLESI
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PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP : 16 Tahwl 3034
Tanggal Pembuatan : |3 Januari 2024
Tanggal Revisl H
Tangga(JEfektif : [FJanuar 2024
Disahkan Oleh :
'Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR

dto

Rano Fahlesi

Nama SOP : SOP PEMBINAAN PELAKU USAHA

Dasar Hudum Kualifikasl pelak
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. KA UKPBJ: Penanggungjawab keglatan
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Memiliki kemampuan mengkonsolidasikan, memonitoring dan memahami pembinaan pelaku usaha
Pergadaan Banang/)asa Permenintah; 2. KasubagLPSE:
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35 Mempunyal kemampuan mengkoordinasi dan mengevaluasi data dan melakukan srahan tentang
Tahun 2012 tentang Standard Operasional Administrasi Pemerintah; pembinaan pelaku usaha
4. Peraturan Lembaga Kebjakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku 3. Timpembinaan
Unit Kerja Pengacaan Barang/lasa. Mempunyal kemampuan dalam hal pembinaan pelaku usaha dan memahami proses pelaksanaan
S.  Peraturan Kepala LXPP Nomor 1 Tahun 201S tentang e-tendering pengadaan barang dan Jasa.
6. Permen PANRS No.35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Penjel Sirghat - Peral /periengkapan :
1 Prosecur ini menckup proses pembinaan pelaku usaha pelaksanaan pendampingan kepada Penyedia maupun Pelaku 1. Tempat sosialisasi
Usshe 2. Komputer
Tufuan : P dan Pend s
1 Prosecur ini bertujuan sebagal standard pembinaan pelaku usaha/penyedia untuk meningkatkan ketersediaan dan
tapabiitas pefaku usaha dalam rangka mensukseskan visi misl dan program kerja
Peringatan : Definlsl :

1 Pelaksanaan Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2 Segata bentuk penyimpangan atas mutu baku terialt perlengiapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus di pertanggung jawablan oleh pelaksana.

Keteriaitan ©

1 SOP Pencatatan Kinerja Penyedia
2 SO? Rekrutment Penyedia
3 SOP Pembinaan Pelaku Usaha
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STANDARD OPERATING PROSEDUR
PEMBINAAN PELAKU USAHA

NO Aktivitas Pelaksanaan MUTU BAKU KETERANGAN
KA UKPBJ | Kasubag LPSE | Tim Pendataan Perlengkapan Waktu Output
dan Analisis
1 Rapat Review dokumen perencanaan analisis 2Jam Notulen hasil rapat
ketersediaan pelaku usaha dilakukan analisis Mulal |
kebutuhan pembinaan
2 Melakukan ekskalasi permasalahan dan menyusun SIRUP maupun SIKAP, 2 hari Dokumen data pelaku
dokumen perencanaan program pembinaan 2 usaha
3 Membuat dokumen strategi perencanaan 3 hari Dokumen strategi
pembinaan pelaku usaha 3 pembinaan palaku
usaha
4. Melaporkan hasil dokumen perencanaan kepada Ka Dokumen strategi S menit
UKPBJ dan mengusulkan untuk diberikan pembinaan a pembinaan
berdasarkan dokumen strategi pembinaan
S. KA UKPBJ memberikan arahan bagi tim pembinaan \ 2 60 menit
untuk melaksanakan program pembinaan sesual 5
dokumen perencanaan
6. Menyusun jadwal dan undangan bagi pelaku usaha 180 menit Jadwal pembinaan
J 6 maupun undangan
<
7. Melakukan sosialisasi dan memberikan arahan bagi ~
tim Pembina pelaku usaha untuk melakukan 7
pembinaan atau soslalisasl
a. Pembinaan bagl pelaku usaha yang dikenal saksl 180 menit Pendampingan oleh
daftar hitam maupun yang berkinerja buruk maupun ab,c helpdesk LPSE
yang dikenai saksi daftar hitam
b. Pembinaan bagi pelaku usaha baru 180 menit
c J Pembinaan pelaku usaha bagl pelaku usaha yang 180 menit
pasif
Proses pendampingan selesal. Tim Pembinaan 1 hari Dokumen hasil laporan

g

melaporkan hasil pembinaan kepada KA UKPBJ lewat
Kasubag LPSE

‘[ Selesal

pembinaan
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NOMOR SOP 16 _Tahun 23029
TANGGAL PEMBUATAN : [J# Januari 2024
TANGGAL REVISI s
TANGGAL REVISI 4
TANGGAL EFEKTIF : | I?#Januari 2024
DISAHKAN OLEH : _Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAG LAM
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM dto
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
sop Rano Fahlesi
NAMA SOP MANNEMRESIKO PENGADAAN BARANG JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Peraturan Pemernintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian | 1  Pemilik Resiko (PA, PPK, = Memiliki kemampuan mengelola resiko dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari
Intern Pemerintah (Lembaran Kepala Bagian PBJ, Pokja) identifikasi, analisis, response, monitoring dan control
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran | 2 Ka UKPBJ . Memiliki kemampuan mengkonsilidasikan, monitoring, control dan evaluasl atas resiko-
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); resiko utama yang dikelola oleh pemilik resiko dan melakukan langkah-langkah strategis
2 mn:‘:resd:fsl ;lo:ng ;’athug 202;. ten!;‘n; P;;uba:/jn at;s Peel'r:'ttga; jika diperlukan
n mor ahun entan, e an ran lasa Pemerin > . ji
e Lembaga Kebijakan Penga da‘a pt B‘;‘; ne/sasa Pemerintah Nomor 14 3 Sekretaris Daerah Asisten : Kemanlnpua: rnenelta'pkan kelt:ja:aln pengelo[laanI resiko serta melakukan pengawasan
3 Iahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik ) atas seluruh pengelolaan resiko dalam organ'sas
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) 4 Komite Etik / Clearing :  Kemampuan menyusun kebijakan, mensosialisasikan dan memberikan bimbingan/
House bantuan kepada para pelaku dalam mengimplementasikan pengeloaan resiko
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1 Kriteria dampak dan probabilitas
2 SOP Persiapan pengadaan barang/jasa 2 Formatidentifikasl resiko
3 SOP pemilihan pengadaan barang/jasa 3 Format analisis resiko .
4 SOP pelaksana kontrak 4 Format rencana penanganan resiko
S SOP pengelolaan penyedia 5 Format pelaporan
6 Format konsolidasi
RINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksanaan pertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang tela dilakukan 1 Copy berkas-berkas terkait pengelolaan resiko dicatat dan ditata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas
kearsipan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota pagar alam
Bekas-berkas terkait penyiapan pengelolaan resiko dicatat dan ditata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas

| P
1

2

dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategonkan sebagal bentuk kegagalan yang harus

2

kearsipan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota pagar alam

dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
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PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO STRATEGIS PBJ

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN PEMIUK RE;SIKD (PA, | Tim 'Pen:elolaan KOMITE ETIK/ s
PPK, Kepala Baglan Kelembagaan o
PRI, POKIA UKPBJ (Sekda/ CI;.'E::ISREIG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan Assisten) i
Mendapatkan penugasan pelaksanaan 1 harl Mengacu kepada
target kinerja (tujuan strategis) l mulai penugasan untuk
program kerja (tupoksi) paket melaksanakan sebuah
pengadaan maupun penugasan khusus paket pengadaan
{proses)
Melakukan analisis resiko awal beserta Dokumen resiko S hari Identifikasi resiko
informasi lainnya sesuai dengan 2
penugasan
Melakukan analisis resiko atas setiap s vDokumen resiko | 3 harl Analisis resiko
yang telah didentifikasi identifikasi resiko
3 vKriteria dampak
dan probabilitas

Menindaklajuti hasil analisis ¥ Risk Tolerance
a. Jika perfu ditangani lebih lanjut, b

maka akan disusun rencana 4

penanganannya
b. Jika tidak perfu ditangani karena I a

masuk ke batas yang di tolerir
Menetapkan peringkat resiko, skala Dokumen analisis | 2 harl Analisis resiko
prioritas penanganan dan analisis 5 resiko terbarui
penyebab |
Menyusun rencana penanganan atas y Dokumen analisis | 3 hari Renacana
setiap resiko sesuai dengan skala 6 resiko terbaharul penanganan
prioritas dan penyebab
Melaksanakan eksekusi atas setiap Y Dokumen 4 hari Pemantauan dan
rencana penanganan 7 rencana pengendalian

penanganan resiko
l resiko
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Melakukan analisis resiko ulang

8 J Laporan 4 hari Pemantauan dan
setelah dilakukan penanganan 8 pelaksanaan pengendalian
‘ I rencana resiko
penanganan
9 Menyusun dan menyampaikan laporan 2 hari Laporan
atas setiap aktifitas dalam E: pemantauan dan
pengendalian resiko 9 pengendalian
T resiko
10 | Melakukan analisis dan konsolidasi ¥ Laporan 1hari Laporan VDinyatakan selesal jika
\ laporan pengelolaan resiko 10 pemantauan dan konsolidasi an sudah masuk ke area yang
pengendalian catatan hasil bisa ditolerir atau event
resiko analisis resikonya sudah lewat
11 Menindaklanjuti hasil analisis dan - Laporan 1 hari Disposisi hasll VDinyatakan selesail jika
konsolidasi pengelolaan resiko | konsolidasi analisis sudah masuk ke area yang
a. Jika tidak perlu dieskalasi namun hasil analisis bisa di tolerir atau lewat
perlu dilanjutkan pengelolaannya /l;\ - Risk tolerance event resikonya sudah
sampal dapat dinyatakan selesal lewat
b. Jikatidak perlu dieskalasi ke Vlanjutan penanganan
komite etik/clearing house dan resiko akan mengulang
status resiko dapat ditolerir proses nomor 2 atau 3
¢ Jika perlu dieskalasi ke komite 11.b
etik/clearing house untuk
mendapat keputusan
12 | Melaukan analisis atas pengajuan Disposisi hasil 2 hari Disposisi
eskalasi dan pengambilan keputusan 12 analisis keputusan
13 | Menindaklajuti hasil analisis dan ] - Laporan 1 hari
konsolidasi pengeloaan resiko jika . konsolidasi
perlu penanganan lanjutan oleh 13 dan catatan
pemilik resiko dan jika status resiko hasil analisis
dapat di tolerir - Risk tolerance
14 | Mendokumentasikan seluruh laporan Laporan 1 hari Dokumen pustaka
dar.u melakukan pemutkahiran pustaka pengelolaan resiko yang
resiko resiko

terbaharuil
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Nomaor SOP u Ta\mn m“
Tanggal Pembuat - A ’
Tﬂ"ggﬂl R:vulua an : ? Jawr l. 004
Tanggal Efektif @ AGWRN 90?4
Disahkan Oleh . P}, Sekretariat DaergRota Pagar Alam
\ e dto
Fahlesl
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM i Fe
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP : ¥OP Registrasi dan Verifikasi
Kualifikasl Pelaksana :
Petugas Reglistrasl: mampu mengelola kegiatan registrasi yang dilakukan penyedia termasuk dalam

Dasar Nukum @

Undang-Undang Republit Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publil;

1.
memriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan yang disampalkan penyedia kepada LPSE
Verifikator: Mampu melakukan verifikasl berkas-berkas permohonan dan memberikan persetujuan atas

permohonan hingga penyedia yang terverifikasl
Pelaku Usaha: Melakukan kegiatan reglstrasi di SPSE termasuk memperslapkan dokumen-dokumen

permohonan registrasi sesual persyaratan

3.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet

3. Panduan Pengguna SPSE

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas-berkas terkalt reglstrasl dan verifikasi penyedia dicatat dan didata sebagal data elektronlk dan

1
p Undang-Undang Repudlik Indonesia Nomaor 30 Tahun 2014 tentang Administrasl Pemerintahan
3 Peraturan Pemenntad Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Tramsalsd Dedrond
& Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
S Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasl
Pemerinta®an
&  Peraturan Lembaga Kebgalan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Prlksanaan Pengadaan Barang/lasa Melakul Penyedia.
Keterkaltan :
Peringatan:
1 Pelatsana bertanggung jawad 223 pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2 Segala De~tuk pemyimpangan atas mutu baly tertalt perlengtapan, waktu maupun output dikategorikan sebagal

1.
manual dalam berkas kearsipan Sekretarlat Kepala UKPBJ
Berkas-berkas terkalt penylapan registrasl dan verifikasl penyedia dicatat dan didata sebagal data elektronik

Berouk kngagaiin yang hanus dpertanggungiawablan oleh pebicana.

2,
dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
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Pelaksana Mutu Baku
No UraianKegiatan Keterangan
Pelaku Usaha Petugas Registrasi Verifikator Perlengkapan Waktu Output
Mulai ( ) i
s Panduan penggunaan Halaman
1 |Menekan tombol ‘Pendaftaran’ SPSE sebagal Pelaku pendaftaran pelaku
Usaha usaha
Emall perusahaan 1. Blangko Formulir
Mengisi alamat email dan download - data pelaku usaha
2 ' 2. Blangko Formulir
formulir pendaftaran dan
Keikutsertaan Keikutsertaan
3. Email berisi link
konfirmasi
Email berisi link Halaman formulir
3 [Menerima email konfirmasi dari SPSE konfirmasl online pendaftaran
dan Kiik melanjutkan pendaftaran pelaku usaha
4 Halaman formulir Email dari SPSE
4 |Mengist formulir online pendaftaran online pendaftaran perihal User ID
pelaku usaha dan klik ‘mendaftar’ pelaku usaha
1. Blangko Formulir 1. Formulir
pendaftaran pendaftaran yang
g [|Mengisi formulir pendaftaran dan 2. Blangko Formulir sudah terisi
keilutsertaan Kelkutsertaan 2. Formulir
keikutsertaan yang
sudah terisi
1. Formulir Berkas permohonan
Pendaftaran
2. Formulir
6 Mempersiapkan dan menyampaikan Keikutsertaan,
berkas permohonan 3. Seluruh dokumen
: syarat verifikasi (asli
& fotokopi)
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u Baku
) Pelaksana Muty B2 Keterangan
- SRRSO Pelaku Usaha Petugas Registrasi Verifikator Perlengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Hasil pemerisksaan
| l penyedia pada
Memenksa berkas permohonan y daftar hitam inaproc
apakah pelaku usaha masuk dalam
daftar hitam yang tercantum pada
Portal Inaproc:
a. Jika tidak masuk daftar (b)
5 hitam,Melanjutkan proses
pendaftaran
b. Jika masuk daftar hitam, proses (a)
pendaftaran pelaku usaha yang
bersangkutan tidak dapat dilanjutkan.
LPSE Menyampaikan kepada nformasi
tersebut kepada penyedia
Memeriksa kelengkapan dokumen 1. Berkas Form ceklis
pada berkas permohonan dan mengisi permohonan kelengkapan data
form kelengkapan data b ¢ 2. Form ceklis yang sudah terisi
8 |a. Proses pendaftaran dilanjutkan ke | (b) — kelengkapan data
tahap venifikasi
b. Pelaku usaha melengkapi berkas
permohonan (la)
Melakukan verifikasi apakah berkas | 1. Form ceklis - Hasil verifikasi
sesual dengan yang telah diisikan kelengkapan data - Persetujuan
pelaku usaha secara online: yang sudah terisi permohonan
9 |a. Jika sesuai maka dilanjutkan ke (b) 2. Berkas pemohonan
tahap selanjutnya
b. Jika tidak sesual maka proses
registrasi penyedia ybs dihentikan. (a)
Mengirimkan email berisi user 1D dan Persetujuan Email berisl User ID
10 |Password sudah dapat digunakan oleh l:j permohonan dan password akun
pelaku usaha penvedh
43 |Melakukan login menggunakan user id rJ_l ::‘:::::s‘:zs:;‘:g :’I::: ::;‘;’;:PSE
dan password yang tersedia pelalsiugihe
12 |Pengarsipan berkas
L . j
Selesal CD
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Nomor SOP
-\ 3avwan

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ‘B Aavwud A
Disahkan Oleh Pj. Sekretariat Dgpfafi Kota Pagar Alam
dto
o Fahlesl
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP 7 SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha
Kualifikasi Pelaksana 2

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (1abfung PPBJ): Mampu melakukan pengolahan

Uncang-Undang Republik Indocnesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

1.
dan analisa data penyedia serta memberikan usulan penyedia yang sesuai kualifikasi berdasarkan basis data

2 mwwumk&w
WWMWWMM

1
2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3 Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan yang telah diolah dan dianalisa sebelumnya.
Transaksl Bektronk 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan.
& Peraturan Presien Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemenntah
S Permen PANRS No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Permerstahan
€ Perzzuran Lemiaga Kebjakan Pengadaan Earang/las Pemenntah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelzksanaan Pengadaan Barang/lasa Melalui Fenryedia
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Intermet
3. Dokumen Persiapan Pengadaan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Peisksara bermrgurg eab 3t pelaicanaan aktivitas yang telah dibaiukan dan ditetapkan. Copy berkas-berkas terkait Analisa Ketersediaan Penyedia dicatat dan didata sebagal data elektronik dan manual
periengkapan, waktu maupun output dikategonkan sebagal | dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ




SALINAN

Pelaksana Mutu Baku
- a Keg Keterangan
Jabfung PPBJ PPK Perlengkapan Waktu Output
ulai ( ) &
- RKA Informasi barang/jasa yang
revie dokumen Rencana Umum y - RUP dibutuhkan dan kualifikasi
1 |Pengadaan dan dokumen perencanaan I:‘j t- I:nra_n spesifikasi penyedia teridentifikasi
lannya SRriRACAK
- RAB DIPA/DPA
Data penyedia yang Hasil pengumpulan, Informasi pasar dapat
diperoleh dari: pengolahan, dan analisa diperoleh
< 1. SPSE data ‘ dari: ' '
Pengumpulan, pengolahan dan analisa Ej 2. SIKaP pelaku usaha/penyedia :ﬁ‘“l"’“;:lk: l?"“')‘edd'a ;
2 |data penyedia'pelaku usaha dan 3. Sistem Informasl . os| _"T ebsite Indust
sumber |Lainnya (Jika ada) ;*se':': arr: b
informasi yang deentukan 3. Analisa Pasar (Jika SSUCAIa
diveriuka e. Seminar dengan penyedia
periukan) f. Media sosial
g. sumber lainnya
+ Hasil pengumpulan, Daftar pelaku usaha yang
pengolahan dan analisa sesuai dengan syarat-syarat
Memith pelaku usaha yang sesuai data kualifikasi penyedia
3 an pelaku usaha/penyedia
syarat-syarat kualfikasi penyedia dan
hasd pengumpulan, pengolahan dan
naf<a data




SALINAN

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegatan Keterangan
- Jabtung PPBJ PPK Perlengkapan Waktu Output
vakasi dchumen pemburt - Daftar pelaku usaha yang - Laporan hasil analisa
peryed I“‘ sesual dengan syaral-syarat ketersediaan penyedia
' |kualifikasi penyedia - Usulan daftar pelaku usaha
Jka lerdapat pelaku usaha yang sesudi terkualifikas!
syarat syarat kuakfikasi penyeda,
dilanpkan ke penetapan daftar
usaha lerkuaifhasl
4 Jia bdak ada pelaku usaha yang
dengan syaratsyarat kuaifiasl (v)
maka hasd evaluas kualfiasl
repada PPX untik PPK (a)
usudan perbalkan RUP
dokumnen terkall perencanaan
a kepada PAXPA
- Laporan hasil analisa - Usulan perbaikan RUP
L,‘,-w usulan perbakan RUP ﬁ kelersediaan penyedia dan/atau dokumen
5  lanvatau dckumen perencanaan lainnya r_ . Usulan dafar pelaku usaha 1pemm=nun lainnya
hepada PAXPA terkualifikasl tersampaikan
L Hasil analisa dan identifikasi - Dokumentasi hasil analisa
Epenyedia yang sesual syarat- kkelersediaan penyedia
syarat kualifikasl penyedia
8 hasd analsa
penyeda :l
- Dokumentasi hasil analisa - Berita Acara Hasil
|ketersediaan penyedia Pembahasan Rencana aksl
|JPemtanasan dengan PPK dan Cj |perpaikan
9 |enyusunan rencana aksi perbakan untuk - Usulan program perbaikan
pengadaan serupa selanjutnya
10 Betesal C: D




SALINAN

Nomor SOP - Towun
;nﬂWl: :omb.mun ;l?'f- 5um‘s‘ut'| 3&2‘4‘\
a al ts ‘e - -
Tamnl Ef.:kuf L jawedn G0l
Disahkan cleh I P). Sekretariat Da Kota Pagar Alam
dto
R44a fahlesl
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP : €OP Persiapan Pengadaan
Darar Rebkum @ Kualifikasl Pelaksana :
1 Undang Undang Republd Indonesls Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi 1

2 Undang Undang Republl Indonesia Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasl Pemerintahan

L Peraturaa Pemerntah Repudiit Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Skstem dan
Trasakal (eltrond

Peraturan Preuden Nomor 12 Tabua 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

S Peraturan Leemdaga Kedialan Pengadaan Barang/Jasa Pemenintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pedorman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

[ N mmmwmmmmshmuoxnmumrdomm
Prllaanaan Perg 33220 Barang/lasa Nelalul Peryedia

7. Permen PANRS No. 3S tentang Pedoman Peryusunan Standar Operasional Prosedur Administrast
Pemevtatan

PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampal

dengan RUP dan dokumen terkalt persiapan pengadaan disampalkan kepada PPK
2. PPKC

a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang

melipull penetapan KAK/Spesifikasl Teknls, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan
Kontrak
b.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/lasa
Kepala UKPRJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensl
persiapan Pengadaan Barang/lasa
4. Jabfung PPBJ:

a.  Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
b.  Memiliki kemampuan asistens| perslapan Pengadaan Barang/Jasa
c.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketertaltan

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOF Proses Wtaman Pengadaan Barang/lasa
3 SOF Perencanaan Pengadaan

3 SOP Pensapan Permdithan Penyeda

4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikas!

S.  SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksl
6. SOP Pelaksanaan Kontrak

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

1 Peodsana bertangg ang jread 2tas peldlaanaan ATwital yang telah didakulan dan ditetaplan.

2 MWWMMMWMW-ANWWWGMlMMuMﬂ
S hagagaian yang Nans Speranggungawabian oleh pelatsana.

1.  Copy berkas-berkas terkalt Perslapan Pngadaan dicatat dan didata sebagal data elektronlk dan manual dalam
berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ

2.  Berkas-berkas terkait Perslapan Pengadaan dicatat dan didata secbagal data elektronlk dan manual dalam
berkas kearsipan Pokja Pemilihan




SALINAN

3. Rancangan Kontrak

. Pelaksana Mutu Baku Keterangan
4 o vy PAKPA PPK Kepala UKPB) | Jablung PPBJ_| Persyaratan Kelengkapan | Waktu Outpt
1 Mda ( )
Menyampakan RUP dan dokumen terkat 1.RUP RUP dan Dokumen Lain
E perencanaan lzrnya E':] 2. Dokumen Lain tersampaikan _
1. Draft Spesifikasi Laporan Hasil Reviu Spesifikasi
Melaksanakan reviu: Teknis/KAK Teknis/ KAK & Perkiraan
2 Pertraan BayaRAB 3. Pagu DPADIPA
Laporan Hasil Reviu Persetujuan PA/KPA terhadap
Memberikan persetujuan Spesifikasi l le Spesifikasl T eknis/ KAK & Spesifiasi T eknis/ KAK & RAB
! lrenwraxaras — Rz:'ﬁ e
Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak: 1. Spesifikasi T eknis/KAK HPS dan Rancangan Kontrak
a. Jka diperiukan memnta pendampingan 2.RAB tersusun
5 |permesnan s dan Rancangan Kanrak <> )t 3. Pagu DPADIPA
b. Jika 6dak, maka dlanjutkan dengan
penelapan W Teknis'KAK, HPS, (b)
dan Rancangan Kontrak
Wemenntahkan untuk melaksanakan . Permintaan Pendampingan Penugasan Pendampingan
& |pendampingan penyusunan HPS dan | f Persiapan Pengadaan Persiapan Pngadaan
Rancangan Kontrak
1. Surat T ugas Pendampingan
7 Mondamging) pempueuacn HPS den Ej Pendampingan
Rancangan Kontrak
Menetapkan: 1. Draft KAK/Spesifikasi Spesifikasi T eknsi/KAK, HPS,
g |1 Spestiasi T eknsiKAK [:"—1 Teknis Rancangan Kontrak ditetapkan
2HPS — 2. Draft HPS
3. Rancangan Kontrak 3. Draft Rancangan Kontrak
0 1.HPS Dokumen Persiapan
% oo ’ - :m 4 ' EL__] 2. Spesifias! T eknis/ KAK Pengadaan
3. Rancangan Kontrak
1.HPS Dokumen Persiapan
10 |Selesa ‘:L' 2. Spesifikasi T eknis/ KAK Pengadaan




SALINAN

Nomor lS'<l:‘)P 16 Tawm 9094

Tanggal Pembuatan : o

Tanggal Revisi 5 _Pr - e "3094
T Jan\m\r\

Tanggal Efektif z
': Pj. Sekretariat Dﬂ Pagar Alam

Disahkan oleh
dto
W Fahlesi
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM (7 . — -
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP “SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
Dasar Hukum : Kualifikasl Pelaksana :
1 Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PPK:
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan a.  Memilii pemahaman tentang persiapan pemilihan Penyedia
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan dalam menunjuk Pokja Pemilihan yang kompeten melaksanakan

Transaksi Elektronk persiapan pemilihan penyedia.
& Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pPemerintah Pokja Pemilihan :
S Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/1asa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
6 P atan . /1253 Pemnerintah 9 Tahun 2018 Tentang P c Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/)asa Pemerintah

pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Melalui Penyedia
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemenntahan
Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/lasa 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikas| 1. Komputer/scanner/printer
2 SOP Perencanaan Pengadaan S. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender 2. Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pengadaan 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 3. Panduan Pengguna SPSE

Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:

idata sebagal data elektronik dan

1. Copy berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan d

yang telah dibakukan dan diteta pkan.

Pelaksana bertanggung jawab 3tas pelaxsanaan aktiritas
put dikategorikan sebagal

atas mutu baku terkait perlengiapan, waktu maupun out
oleh pelilcana.

1

2 Segata bentuk pery'mpangan
bentuk Legagalan yarg hans

manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ

Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia penge
elextronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

b2 lolaan risiko dicatat dan didata sebagal data




SALINAN

Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Keterangan
Kepala UKPBJ | Pckja Pemilihan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1 [Mutal
T CK Peretapan Fri Pemintaan pemilhan
2 Dokumen Persiapan Pergadaan
3 Dokumen Anggaran Belanya (RKA- pam
) KLPemda) lofsampazkan
2 Menyampakan permintaan pemdihan ¢ 1D Pakat RUP
Penyedia § Rencara Wakiu Penggunaan
Bararg/Jasa
§ Surat permohoran pelasanaan
pemdinan peryec3
Dokumen Persiapan Pengadaan Surat Penetapan
3 |Menetaphan Pokja Pemthan > Pokja Pemithan
Metakudan roviu terhadap Dokumen Dokumen Persiapan Pengadaan Hasid Reviu Dokumen
Perslapan Pengadaan Metalul Ponyeda Persiapan Pemilihan
a  Jhalengiap dlanjutian dengan
4 (b)
penetapan Metoce pemihan
b Jha bdak kenghap dsampakan (a)
Lopada PPK untuk dperbadl
Momperban) Dokumen Perslapan 1. Dokumen Persapan Perbakan Dokumen
5 [Pengatasn dwvatau menyampakan Pengacaan Persapan
Lembad hepada Pokja Pemithan 2 Hasi Revu Poka Pengadaan
Dokumen Persapan Pengacaan Metode peméhan
penyedia, penelapan
ASepn kuabfhas:, evaluasi
1 Motode Pemdhan Penyedia
okumen penawaran,
6 |2 Metase Ponetapan Kuatifhasi don panyampeion
3 Mebode Evatuasl Penawaran, dwn WJ,J‘
4 Metoda Penyampaan Penawaran Swtaghen



SALINAN

- Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan . - Keterangan
PPK Kepala UKPBJ | Pokja Pemilihan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1. Dokumen Persiapan Jadwal Pemilihan
Pengadaan ditetapkan
? Menyusun dan menetapkaan Jadwa! 2. Metode Pemilihan
Pemilihan 3.RUP

1. Dokumen Persiapan Dokumen Pemilihan
Pengadaan

s Menyusun dan menetepkan Dokumen 2 Metode Pemilihan

Pemiihan 3. Jadwal Pelaksanaan
o [sees —




SALINAN

Nomor SOP : |6 _TAN
Tanggal Efektif T Jevuna 2004
Disahkan cieh - Pj. Sekretariat DaegalfKota Pagar Alam
dto
nFo Fanest
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP f Perencanaan Pengadaan
Casar Hukum Xualifikasi Pelaksana :

1 PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai

|
|
s
|

Tramssisi Deicronik
mmmu1~mmm
mPMMZSMWme

Femerratan.

Barang dan Jasa Pemerntah
omlrrmmﬂmy

none

|
E
E
€
%
%
|

dengan penetapan dan penerbitan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2 PP
a. Memiiki kemampuan dalam melaksa
yang meliputi penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis,
Penjadwalan.
b. Memiliki Senifikat Pengadaan Barang/lasa
3. Kepala UXPRJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
perencanaan Pengadaan Barang/lasa

4. Jabfung PPBIL:
a. Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

b. Memiliki kemampuan asistensi perencanan Pengadaan Barang/lasa
¢ Memiliki Sertifilat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

nakan penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/lasa
RAB/Perkiraan Harga, Pemaketan dan

dalam pelaksanaan asistensi

Peralatan/Perlengkapan :

WRMMWW)& & SOP Pemilihan Penyedia Prakualifilasi

2 50P Fesagen Pengadaan S. SOP Pemnilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi
31 SOP Persiapan Peminan Pengeda 6. SOP Pelaksanaan Kontrak

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

& mma”nmmmwmmm
z mmmnmwwmmwwamw
wwﬂ;rnwwm

1.  Copy berkas-berias terkait perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
dalam bericas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ

2 Berkas-berkas terkait penylapan perencanaan pengadaan dicatat dan didata sebagai data ele
manual datam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

ktronik dan




SALINAN

Mo Uraian Kegiat Pelaksana Muty Baku Keterangan
PAXPA PPK Kepala UKPBJ | Jablung PPB) | Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
B Renja K/L/Pemda Penunjukan PPK
, |Venetmran PPX ik metssanakan G
= Penunjukan PPK Surat Permohonan
Melaukan muim perencanaan o X RO
pengadaan : Kt
2. Jka éperikan, menyampakan (@ —
3 |permntaan asstensi penyusunan
perencanaan pengadaan kepada UKPBJ (b)
b Jika Sdak, maka dlanptian dengan
Surat Permohonan Asistensi Penunjukan
Menunpk Jathung PPBJ untik E] OPD/Uni/Satuan Kerja Pengelola
4 |melaxsanakan asistensi perencanaan El Pengadaan/ Jabfung
pengadaan PPBJ
Penunjukan Pengelola Laporan Periodik
g |Vendangknena PPKcatam Pengadaan/ Jabfung PPBJ kepada Kepala
melzksanakan perencanaan pengadaan UKPBJ
1. Database Barang Milik Barang/Jasa
qu Negara/Barang Milik teridentifikasi sesuai
kebuthan barangjasa S Daerah dengan kodefikasi
6 |bertasarkan Rencana Kena (RENIA) 2 Riwayat Rencana dan kategorisasl
iLiPends. Kebutuhan Unit/Satuan
Kerja KL/Pemda
| Barang/Jasa tendentifikasi Dokumen Penetapan
;[ Venetapnan Barang/iasa sesua dengn "‘_‘ sesual dengan kodefikasi Barang/Jasa
defiasi dan kategons3s dan kategorisasi
Wemasukan rencana ketutuhan Pengadaan Dokumen Penetapan Kebutuhan
Barang'Jasa ke dalam Rencana Kena Barang/Jasa Barang/Jasa terdaftar
8 |rementerian/ Lembaga (RKAL) 3au dalam RKA-KL atau
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerzh RKA-PD
(RKA-PD)




SALINAN

U Kecia? Pelaksana Mutu Baku
. Keterangan
- PAKPA PPK Kepala UKPBJ | Jabfung PPBJ | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu OQutput 9
RKA-KL/ RKA-PD Cara pengadaan
" e fasa Q sudah ditentukan
" RKA-KU RKA-PD 1. Spesifikasi T eknis/
1. Spesfhau T eknis (Pengadaan Barang, :A:AB
S Loy - ‘ 3' Daftar Paket PBJ
Jasa Kensulans) | I ’
9 mm &zra) 4. Rencana Jadwal
1 Pemaketan
4 Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
‘ 1. Rencana Jadwal RUP ditetapkan dan
10 \leretazian dan mugmmmkm Rencana 2. Pagu diumumkan
Umum Pengadaan (RUP) melah SIRUP 3. Spesifikasi T eknis/KAK
4. Daftar Paket PBJ
11 |Selesa




SALINAN

[ Nomor SOP 216 | Taw g
Tanggal Pembuatan I HAWRN 3094
Tanggal Revisi t- -
Tanggal Efektif C\F mm 4
Disahkan cleh ! Pj. Sekretariat ta Pagar Alam
dto
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  JFano Fahlesi
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA Judul SOP ﬁ’ép Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
Casar Hukum @ Kualifikasi Pelaksana :
1 Uncang Undarg Reputin Indomesa Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai
2 Uncasg-Uncarg Repubii Indonesa Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admenistrasi Pemerintahan dengan penerimaan hasll pekerjaan/pengiriman barang.
1 Persturan Pemermtah Repubii Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2. PPK:
Tramsaks Dekoonik a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai
4  Perawaran Preuden Normor 12 Tabun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang
S Perrmunan LemZag Kebalian Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman b.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pricman Perencaraan Pergadaan Banng/laa Pemenntah 3.  Pokja Pemilihan:
€ Peatuns Lembom Kebgalan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 3. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan
Pelalaarien Fergadasn Barang/lasa Mellui Fenyeda pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia
7. Pemen PANRE No. 35 tertang Pedoman Penryusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi b.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemenranan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 507 Perencanaan Pengadaan 1. Komputer/scanner/printer
2 SOP Persagan Pengacaan 2. Jaringan Internet
31 SCOF Persagan Femiman Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE
&L S0P Pe—lran Peryeda Praccalifkasi
S SOP Pemilran Permyedia Pasca/Tender
& SOP Pelacsanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- Frakara Semangi g el I35 pelaGanaan sarenas yeng telah dibauian dan ditetaglan.
1 5o Demtik pemyrmangan 206 Moty Baky teriat perlengiapan, wakiu maupun output dikategorikan sebagal
e Epgaan yarg Yars Cperanggrgawaban cleh pelakcana




SALINAN

Pelaksana Mutu Baku K
raian Keqi eterangan
No U Kegiatan PAJKPA PPK Pokja Pemilihan | Persyaratan/Kelengkapan| Waktu Output 9
1 [Mutai
1. Renja KUPemda 1. Draf Spesifikasi Te
. 2 RKA-KLJ RKA-Pemda 2. KAK, dan Harga
Melaksanakan perencanaan Pengadam 3. DIPADPA Perkiraan/RAB
2 B Jasa 3. Jadwal
g/ 4. Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
1. SK Penunjukan PPK Dokumen Perslapan
2.RUP Pengadaan (KAK,
3 |Melaksanakan persiapan pengadaan > 3. Draft Spesifikasi Teknis/ KAK] Spesifikasi Teknis, dan
4. Harga Perkiraan/ RAB HPS telah ditetapkan/
disahkan)
1. SK Penunjukan Pokja men Pemilihan
2.RUP Penyedia
4 Melaksanakan persiapan pemilihan 4 3. Dokumen Persiapan
penyedia A l Pengadaan (Draft Spesifikasi
Teknis/ KAK, Harga Perkiraan/
RAB)
Dokumen Pemilihan Penyedia 1. Laporan Hasll
- . A Pemilihan Penyedia
5 |Melaksanakan pemilihan penyedia [_b 2. Berita Acara
Penetapan Pemenang
1. Taporan Hasil Pemiihan 1. SPPRJ
. Penyedia 2. Kontrak
6 |Melaksanakan pengelolaan kontrak [ 2. Berita Acara Penetapan 3. Pelaksanaan
Pemenang Pekerjaan
4. BAST
Menerima hasil pekerjaan/pengiriman BAST |Hasil Pekerjaan/ Barang
8 |Selesai




SALINAN

Nama SOP : b Tawon
Tanggal Pembuatan :(3 Januarl 2024
Tanggal Revisi =
1 Tanggal Efektif s Januari 2024
Disahkan Oleh
\/ Pj.SEKRETARIS BAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KOTA PA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA dto
Kano Fahlesi
y A
Nama SOP : SOP PENGELOLAAN SENYEDIA
Dazar Hulum Kualifikasl pelak
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. KA UKPBI: Penangglinglawab kegjatan
2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Perngadaan Barang/lasa Pemenntah;

Memiliki kemampuan mengkonsolidasikan, memonitoring dan memahami pembinaan pelaku usaha
2. KasubaglPSE:
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35 Mempunyal kemampuan mengkoordinasi dan mengevaluasl data dan melakukan srahan tentang pembinaan
Tahoun 2012 tentang Standard Operasional Administrasi Pemerintah; pelaku usaha
4. Peraturan lembaga Kebijakan Pergacaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan 3. TimPembinaan
Pelaky Un2 Kenja Pengadaan Barang/lasa. Mempunyal kemampuan dalam hal pembinaan pelaku usaha dan memahami proses pelaksanaan pengadaan
s Peraturan Kepala LXPP Nomor 1 Tahun 201S tentang e-tendering barang dan jasa.
6. Permen PANAB No3S tentang Pecoman Penyusunan Standar Op | Prosedur Ad asi Pemerintahan.
Penjel Singkat - Peralatan/periengkapan :
1. Prosedur in mencakup proses pembinaan pelaku usaha pelaksanaan pendampingan kepada Penyedia maupun 1. Tempat sosialisasi
Pelaku Uszha 2.  Komputer
Tujuan : P dan Pend. :
1. Prosedur ini bertujuan sebagal standard pembinaan pelaku usaha/penyedia untuk meningkatkan ketersediaan
dan kapabiitas pelaku usaha dalam rangka mensukseskan visi misl dan program kerja
Peringztan : Definisl :
1. Pelaksanaan Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktrvitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengikapan, waktu maupun output dikategorikan sebagal

bentuk kegagalan yang harus di pertanggung | bian oleh pelaksana.

Keterkaitan ©

1. SOP Pencatatan Kinerja Penyedia
2. SOP Rekrutment Penyedia

3. SOP Pembmnaan Pelaku Usaha




SALINAN

STANDARD OPERATING PROSEDUR

| NO Aktivitas Pelaksanaan MUTU BAKU KETERANGAN
t KA UKPBIJ Kasubag Tim Pendataan Perlengkapan Waktu Output
LPSE dan Analisis
\: \ Menyususn tim pedataan dan analisis (_ 30 menit Notulen hasil rapat
pengelolasn penyedia Mulal
3 Melakukan pendataan ketersediaan pelaku SIRUP maupun SIKAP, 10 hari »
\ \ usaha berdasarkan review terhadap kebutuhan 2 Data di OPD teknis
pelaku ussha
\j. Pendataan sesual program kerja Program kerja UKPBJ Hasil pendataan
pelaku usaha
\ b. Pendataan kebutuhan barang/jasa sesuai jenis ab,c Data SIKAP Hasil pendataan
pengadaan pelaku usaha
c Pendataan kebutuhan kinerja pelaku usaha di Data SIKAP dan Hasil pendataan
SIKAP Laporan Hasil Penilaian pelaku usaha
Kinerja dari PPK
3 Merekapitulasi hasil survei pendaataan dan 1. Datasurvei 1 hari Dokumen
melaporian hasil pendataan ke kasubag LPSE 3 pendataan pendataan pelaku
2. SIRUP, SIKAP usaha
4, Melakukan review dan analisis kebutuhan Dokumen pendataan 4 hari
pelaku usaha 4 pelaku usaha
a. Analisis kebutuhan pembinaan pelaku usaha 2 hari Dokumen hasil
analisi recruitment
penyedia
b. Analisis kebutuhan recruitment penyedia a,t 2 hari Dokumen hasil
analisi recruitment
penyedia
S. Menyusun dokumen perencanaan analisis \ 5 3 hari Dokumen hasil
ketersediaan pelaku usaha analisi recruitment
penyedia
6 Menenma hasil laporan dan memberikan
arahan untuk tindak lanjut strategi pembinaan Selesal
hasil penyedia




SALINAN

Nama SOP )\ Tehon 3094
Tanggal Pembuatan :{}Januari 2024
Tanggal Revisl H
Tanggal Efektif :BrJanuari 2024
Disahkan Oleh :
PJ.SEKRETARIS DA H
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KOTA PAG
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
dto
/Kano Fahlesi
Nama SOP : SOP PENCATATAN KINERJA PENYEDIA
Dasar Hukum Kualifikasl pelak
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. TimUKPBJ:
2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Memiliki konsep dan penerapan pengelolaan kinerja Penyedia, dapat berkoordinasi dengan pemangku
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah; kepentingan pengadaan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelaporan pencapalan kinerja.
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasl Nomor 35 2. PPK:
Tahun 2012 tentang Standard Operasional Administrasl Pemerintah; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampal
& Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerinta Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan dengan penyampalan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
Barang/lasa Pemerintah Melalul Penyecia; b. Memiliki sertifikat Pengadaan Barang/lasa Pemerintah.
S.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku 3. PA/KPA
Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Memlliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampal dengan
€. Permen PANRB No_3S tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
Tujuan : Peralatan/perienglapan
1 Prosedur inl bertujuan sebagal standard pencatatan kinerja penyedia untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas 1. Komputer
penyedia dalam rangka mensukseskan visi misi dan program kerja. 2. Daftar Pakett pengadaan terkontrak terinput SIRUP
3. Rencana Pengadaan
4.  Arahan Prioritas
Keterkaltan P dan pend:
1 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha
2 SOP Pefaksanaan Kontrak
3. SOP Regristasi Pelaku Usaha
Peringatan
1. Pelaksanaan bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dilakukan dan ditetapkan
y ] SOP inl dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung(melalul media sepertl website).




SALINAN

STANDARD OPERATING PROSEDUR
PENCATATAN KINERJA PENYEDIA

Pelak Mutu Baku
No | Uratan Keglatan PPK TIM UKPBI PA/KPA Kelengkapan Maks.Waktu Output Keterangan
T FPE mengrimian undangan rpat kegiatan pentaan kinerja hasil pelaksanaan Data Kontrak, SPMK, Laporan | 1 Harl rapat Undangan rapat Dilaksanakan setelah : 1)
knena penyedia ses.al kortrak pacda saat BAST Mulal Penyedia Penyedia melakukan
serah terima hasll
pekerjaan kepada PPK
x Oowmicad template peniaan kinerja peryedia sesual dengan Peria LXPP Komputer, Internet 30 menit 2) PPK menghentikan
Nomaor & Tahun 2021 di website LPSE Kota Pagar Alam H - kontrak karena keadaan
2 kahar dan pekerjaan
3) PPK melakukan
pemutusan kontrak
karena kesalahan
penyedia
8 PPK meakulan rapat penaian kinera bersama penyedia Template scoring kinerja 180 Menit Berita Acara Penllalan
3 penyedia penyedia
a PPK memberian scoring nlai sesual 4 indikator penitaian untuk pekenaan 20 menit Berita Acara Penilalan Dalam hal Penyedia
komsorukyd ab penyedia konstruks| diputus kontrak secara
b PPE memberian penilaian kinerja berupa tanda bintang untuk pekerjaan e- 10 menit Berita Acara Penilalan seplhak oleh PPK, maka
porchasing penyedia barang Kkinerja Penyedia
diberikan skor 0 (nol)
dengan criteria Buruk.
< FPL menginpat hasd penlaian kinens melalul website LPSE dengan mengklik Komputer, website LPSE 30 menit Screenshoot penilalan
tombol penidaan dan akan terintegnitas dengan apiikasl SIKAP | 4 I di LPSE atau SIKAP
L 8 Mengirimian hasl scorng pendaian Linerja dan copy hasil notulensi rapat ke Berita acara penilalan kinerja 1 harl Jika dikemudian harl ada
Tim USPE), bila penilaian kinerja burvk maka PPX mengusulkan ke PA untuk penyedia bukti yang menyatakan
Chenalan saknksl dafar hitam bahwa penilalan kinerja
tersebut tidak benar
dan harus diperbaiki
5 maka direvisl dan
diupdate ke
SIKAP(dibuat notulensi
tambahan)
& PA memberiian saknis: daftar hitam 1 E]
7 Tim UIPA) mereiaptulas hasl penilaan kinerja PPK terhacap paket-paket Materi presentasi laporan 2 hari Laporan akhir penilalan
peiejaan selama hun benjalan E pencapalan kinerja kinerja penyedia
Y Selesal Y

Selesal




SALINAN

Nama SOP 6 Tahwpn 20324
Tanggal Pembuatan :13 Januari 2024
Tanggal Revisl .
Tanggal Efektif :@Januari 2024
Disahkan Oleh 3
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAG.
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM dto

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Rano Fahlesli

Nama SOP : SOP REKRUITMENT DAN REGRISTRASI PENYEDIA

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 1. Penyedia:
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. a. Memiliki Kemampuan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sampal dengan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tenatng Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun b. Mempunyai kapasitas tempat, alat dan personil
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. SubBagian Pengelola LPSE:
4. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35 Mempunyal kemampuan mengkoordinasi dan mengevaluasi data pendaftaran penyedia
Tahun 2012 tentang Standard Operasional Administrasi Pemerintah; 3. Verifikator:
S.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mempunyail kemampuan dalam memverifikasl berkas pendaftaran penyedia dan bisa
Pembinaan Pelaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. mengoperasikan komputer.
6. Peraturan Kepala LXPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering
Penjelasan Singkat : Peralatan/perlengkapan :
1. Pembuatan prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mendaftar di 1. Surat Permohonan Keikutsertaan
akun SPSE 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas
3. Formulir Tanda Terima Berkas
Tujuan: Pencatatan dan Pendataan :
1 Prosedur ini bertujuan sebagai standard bagi pengelola LPSE dan Penyedia yang terdaftar di SPSE dalam User ID dan Password tercatat dalam system LPSE
melakukan pendaftaran akun penyedia barang/jasa
Peringatan : Definisi :
1. Pelaksanaan Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan Dukungan Pengguna LPSE
sebagal bentuk kegagalan yang harus di pertanggung jawabkan oleh pelaksana. 2. Verifikator adalah personil pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan
Keterkaitan : verifikasl kepada penyedia barang.Jasa yang akan menjadi pengguna SPSE
1. SOP Pengarsipan Dokumen
2 SOP Pengelolaan Penyedia




SALINAN

STANDARD OPERATING PROSEDUR
REGRISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

NO Uraian Kegiatan Pelaksanaan MUTU BAKU KETERANGAN
Pelaku Usaha Subbag Verifikat Perlengkapan Waktu Output
pengelolaan or
LPSE
b Melakukan Regristrasi Online pada 1. E-mail perusahaan * Sesuai =
website LPSE Kota Pagar Alam -——| Mulal I 2. Tata cara Regristrasi pada aplikasi Kebutuhan
SPSE mengacu pada panduan Penyedia
penggunaan aplikasi SPSE
2 Mengunduh (download) Formulir Data 3 Sesuai Blangko Formulir
Penyedia dan Formulir Keiukutsertaan 2 Kebutuhan | Data Penyedia dan
yang tersedia pada Aplikasi SPSE Penyedia Blanko Formulir
l Keikutsertaan
3. Mengisi Formulir Data Penyedia dan Formulir keikutsertaan dibuat diatas kertas Formulir yang sudah
Mengisi Formulir Keikutsertaan 3 berkop surat, dicap, bermaterai, dan terisi
i ditandatangani
4. Membuat surat penunjukan Admin ¥ 1. Dibuat diatas kertas berkop surat, Sesual Surat Penunjukan Blanko
4 dicap bermaterai, dan Kebutuhan | Admin tersedia/meny
ditandatangani direktur Penyedia atu dengan
2. Apabila Adminya, direktur itu formulir
sendiri maka membuat surat keikutsertaan
pernyataan bahwa dirinya sebagai
admin
S. Membuat surat kuasa untuk Admin h 4 1. Pimpinana perusahaan dapat Sesuai Surat Kuasa untuk Blanko
5 menguasakan kepada pihak Kebutuhan | Verifikasi tersedia/meny
manapun untuk melakukan proses Penyedia atu dengan
verifikasi di LPSE formulir
2. Surat Kuasa dibuat diatas kertas keikutsertaan
berkop perusahaan dan
ditandatangani pimpinan
perusahaan serta penerima kuasa,
dicap dan bermaterai
3. Apabila pimpinan perusahaan yang
melakukan verifikasi maka tidak
periu membuat surat kuasa
[ mev— |




SALINAN

No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Pelaku Usaha Subbag Verifikator Perlengkapan Waktu Output
pengelolaan
LPSE
l 1.Formolir data penyedia N/A Berkas
keikutsertaan dan dokumen Permohonan

6. Mempersiapkan Berkas
Permchonan

6 perusahaan asli serta

copynya(softcopy/hardcopy)
terdiri dari 1.KTP
pemilik/direktur/pengurus:
2.NPWP: 3. SIUP/SIUJK/SBU/ ijin
untuk menjalankan
kegiatan/usaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku: 4, Akta pendirian
perusahaan dan akta perubahan
terakhir. Untuk perseorangan dan

koperasi persyaratan
menyesuaikan dengan ketentuan

yang berlaku
7. Memberikan Berkas Permohonan
Kepada Front Office yang diteruskan
ke Subbag Pengelolaan LPSE
8 Menenma Berkas Permohonan 5 menit
8
|
S. Menanyakan Kepada Penyedia Belum Ya 10 menit
apakah sudah melakukan Regristrasi /s\
Online \/

10. | Melakukan Regristrasi Online di
Bidding Room 10 %5




SALINAN

No Uralan Xegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
Pelaku Usaha Subbag pengelolaan Verifikator Perlengkapan Waktu Output
LPSE

11 Menyerahkan berkas dokumen ke X 10 menit
verifikator untuk di verifikasi 1

12, Melakukan Verifikasi dan Validasi 1 hari
Berkas Permohonan Apakah Berkas Belum 12
sesuai dengan yang telah diisikan \ Ya
penyedia secara online

13. Review kelengkapan dokumen 10 menit
kekurangan pada Map Berkas
Permohonan, menyerahkanya | | 13
kepada Penydia melalui Subbag
Pengelolaan LPSE untuk dilengkapi
dan kembali melakukan verifikasi

14, Menyetujul permohonan dengan 15 menit
mengklik tombol “SETUJU” pada 14
aplikasi SPSE

15. Mengarsipkan berkas dengan 15 menit
mengacu pada SOP pengarsipan 15
berikas T

16. Proses registrasi dan verifikasi telah ——
selesal Selesal

Ny———




SALINAN

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungja

Nomor SOP Ao Tawon 2024
Tanggal Pembuatan s 1 Aanumn goad)
! Tanggal Revisi T - N .
| ‘ Tanggal Efektif [ A 2074
\/ Disahkan Oleh : Pj. Sekreta arah Kota Pagar Alam
dto
JANO raniesi
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM -
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA Judul SOP //FOP Pengelolaan Risiko
¥y

Dasar Hukum: Kualifikasl Pelaksana:

1 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 1. Pemilik Risiko (Risk Owner): Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sebuah risiko, mulai dari
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia identifikasl, analisis, response, monitoring dan control; dalam hal ini adalah pemilik target kinerja
NKomor 4850); (tujuan strategis), program kerja (tupoksi), paket pengadaan ataupun penugasan khusus (proses)

2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah 2.  Koordinator (Risk Coordinator): Pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan konsolidasl,

3.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit monitoring, control dan evaluasi atas risiko-risiko utama yang dikelola oleh pemilik risiko dan melakukan
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) langkah-langkah strategis jika diperiukan; dalam hal ini adalah Kepala UKPBJ.

3. Komite (Risk Steering Committee): Pihak yang menetapkan kebijakan pengelolaan risiko serta
melakukan pengawasan atas seluruh pengelolaan risiko dalam organisasi; dalam halInl adalah atasan dari
Kepala UKPBI.

4. Pelaksana Rencana Aksl (Executor): Pihak yang melaksanakan eksekusl rencana aksi (penanganan)
sebuah risiko; Pelaku dalam PBJ: seluruh pihak yang ditunjuk oleh pemilik risiko dan terkait dengan
proses PBJ

5. Dokumentasi (Risk Documenter): Mengarsipkan seluruh dokumentasi dan pembelajaran dalam
pengelolaan risiko; dalam hal ini adalah Staf UKPBJ yang ditunjuk atau anggota dari Tim pengelolaan
kelembagaan UKPBJ

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan:
1 SOPPerencanaan 1. Kriteria dampak dan probabilitas
2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Formatidentifikasi risiko
3. SOP Pemilihan 3. Formatanalisis risiko
4. SOP Pelaksanaan Kontrak 4. Format rencana penananganan risiko
S. SOP Pengelolaan Penyedia S. Format pelaporan
6. Format konsolidasi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, 1.  Copy berkas-berkas terkait pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual
2  Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.

bian oleh pelak 2. Berkas-berkas terkait penyiapan pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagal data elektronik dan

manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.




SALINAN

Mutu Baku
Na AlsSvitzs ; -
Pemilik Risiko | Rencana Dckumentasi Kelengkapan Waktu Output
Aksl
* Uamcazzmezn pe-ugIsst pelzesamIzn f=rgsl knena O
Sy = sT==gs) progTa™ karg (poks). pakst T
“f‘-————"ﬁﬁ#i‘e"m‘ -
2 Vst k== e —kas rsko zaz' Dese=s romam E Dokumen pustaka 1 han Identfikasi nsiko
Er—yz ses_= o=ngE- perugssan | nsko
| .
3 Uezk_ ez mziss rsks  (mter=~t ztzusun rescuz)) - Dokumen 1 han Analisis nskko
=== sat=c po=ns: rsks y=og t=izh dicertfiasi i udenuﬁn:asa nsiko
; dan probadiitas
£ Memmcsczayes mesd zmziss Rusk tolerance
2! Jk3 periy Ctanga™ oSN a7l M3 3an Csusun b
=mcemE pemargaraETTyE
E) Jk3 IC3k pery Cf3mgatu k3tem3 MmasJk ke B3t3s !
e 2 |
\
v
s We=rstose s perrgest rSks, Sk23 priortss penanganan :.] Dokumen analsis 1 hani Analisis nsiko
T 22 =S peryeCas TSRO TeTSaTarar
8 Memp s = rencz"2 peranganan 2925 S2L2D rs«o sesuai E l Dokumen analsis 1 han Rencana
T=rGan Sia e o iss Can peryetab E TSRO tercanarar peTEnganarn
7 Vezesa"zesn eeSe« Sy %28 3£T3p rencana 1 Dckumen rencana Pemantauan dan
T=—z-2z-27 l penanganan nsiko Peng:ndahan
] Mo ze_szn 27253 rsko Jz~g seteilan dlakykan B Laporan 1 han
Se=szmoanan l pelaksanaan
. rencana
penanganan
) Mergpos.n C2n mengamgakan laporan atas setap 1 han Laporan
zem*rzs cz'zm pengelcizan rsko I Pemantauan dan
Pengendalian
Risiko




SALINAN

’ Pelaksana ~ Mutu Baku
Na Aktivitas Ket
Pemilix Risiko Koordinator | Komite |Dokumentasi| Kelengkapan Waktu Output ~
a 4
10 Meiziukan analss can konsobdasi laporan pengelolaan Laporan 1 harn Laporan
rsio Pemantauan dan konsolidasi dan
Pengendalian Risiko catatan hasil
ananss
11 Menindakiani® hasd analisss dan  kensobdasi ~ Laporan Disposisi hasil * Dinyatakan selesai
pengeioiasn rsko 4 konsolidasi dan analisis jika sudah masuk ke
3) Jika ndak perfu dieskalasi namun perty cianjutkan N catatan hasil area yang bisa di
pengeichannya sampai dapat dinyatskan selesai N ° analisis tolerir atau event
D) Jka perty Ceskalzw ke koordnator urtuk mendapat * Risk tolerance Il;is;"maonyl sudan
keputusan b t
© Jia Sciak perty dieskalasi dan status risko dapat * dantan .
cRolerr penanganan risiko
akan mengulang
proses nomer 2 atau
~
12 Meiskikan ansiss a23s pengajuan eskalasi Disposisi hasil 1 hari Disposisi
= E analisis keputusan
13 Menncgiiarp PRasdl analss dan  konsoldasi - Disposisi
pengeicizan rsdo a keputusan
a) Jia perly peranganan anjutan oleh pemnilik nsko ~ Risk tolerance
b) Jika status nsko dapat divlenr b
14 Mencoiumentaskan seluruh laporan dan melakukan A _,rJ' Laporan pengelolaan 2 hari Dokumen pustaka
pemtaihran pustaka nsko » nsiko risiko yang
terbaharui
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Nokum 3

Kualifikasl Pelaksana :

' S < NG DD 2an Negara
Pzt an Pomerntah Nomoe § Tadhon 008 tentang Pelaporan Kevangan Dan Kineda Instansl Pemerintah

1. Kepala UKFI: Memahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja URPI, memahaml rencana kerja
K/WUPemda dan Arahan/Prioritas pimpinan, dan dapat berkoordinasl dengan pemangku kepentingan

X Peratwras Presicen Nomore O Tabon Q014 tentang Satem Aluntabiitas Kinetja Instanst Pemerintah pengadaan dalam menyelenggarakan keglatan soslalisasl dan pelaporan pencapalan kinerja
& Perateras Prewden Nomax 12 Tabon 2021 tentang Pengadaan Rarang dan Jasa Pemenntah 2.  Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPRJ: Memahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPRI,
N Permen PANSS Nau XS tertang Padoman Peryusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi memahami rencana kerja K/U/Pemda dan Arahan/Prioritas pimpinan
Pemevataa 3. Penanggungjawab Kinerja: Dapat dilaksanakan oleh pelaku dari pthak OPD/Unit kerja, ataupun pihak
darl UKPR), Penanggungiawab harus emahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBI dan
rencana kerja K/L/Pemda dan Arahan/Proritas pimpinan
KedterlaXan Peralatan/Perlengkapan:
1. Romputer/scanner/panter
2.  Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

FEASING DETLIEE S A 3T DEWAAINIIN MINIES §3Ng DEAN COIMLAIN 32N Cletlapian
Segad DETA DETYETTPINE ET 35 MUly DaUL 2o Periergilanin, waktu MaLDuN Sutiut didategonkan sebagal
Serta Lagagad wag NS SoerEngRonDwaian ole™ pebiksara.

1444

Copy berkas-berkas terkait pengelolaan kinerja dicatat dan didata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas
kearsipan Sekretariat Kepala UKPRI
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kinerja dan target tahun
=Arahan/prioritas pimpinan berjalan, meliputi: dari UKPBJ Tim Pengelolaan
«Terna kinerja o Tujsan PBJ Kelembagaan UKPBJ,
Rencana kinerja tahun 0 Area strategis perwakilan dari fungsl
sebelumnya 0 Usutan paket pengadaan perencanaan, dan fungsi-fungsi
. reaz can =Dusya per Ej .Reasisasi kinera tahun berdasarkan area strategis  [terkait lainnya
===3 |sebetlumnya (ika sudah tersedia di SIRUP)
J-Paket pengadaan (jka o Indikator dan atribut
sudah tersedia di SIRUP) 0 Baseline dan target
L..,"-“ o Template data kinerja
3 3 taseire L Iy Ej . Usulan surat edaran
implementasi Pengelolaan
Kinerja
s urek
& Fﬂnm 20 Ej
-Dokumen perencanaan dan Materl pr per T tasi dapat disampalkan
: ﬁ.wmwm dan target kinerja tahun kepada pimpinan organisas|
- rencara kneca ¢ E'j Usuian surat edaran berjalan (minimal di tingkat sekertarls
PSS prpran mplementasi Pengelolaan daerah/sekertaris
Kinena jendralsekertaris utama)
Dokumen perencanaan dan Persetujuan rencana dan
b—-.a!_mm 3 i‘t.pllmmm terget kinerja tahun berjalan
Mmmm
s ™)
Pertakan T3 rercra O
FEg Susdan bt
|Usutan surat edaran Surat edaran implementasl
2 Surat eceran implemensasi implementasi Pengeiolaan Pengelolaan Kinerja terkirim ke|
7 Yirea ke CPT/O e | l Knerja semua OPD/UNR Kerja
+Surat edaran implementasi Surat undangan sosialisasl
Pengelolaan Kinerja pk Pengelol
s {é=orraar undargan sosaasau ke -Daftar perwakilan OPD/Unit Kinerja
P argoLg Sreat Krera Kerja yang akan diundang
-Maten presentasi rupormwuluul
- sceaisas. roemean perencanaan dan target
B Frera Pergacaar e kinerja Lahun berjalan
cerargprg Jzez= rrea 6] «Template data kinerja
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Pelaksana Mutu Baku
Kepat PRI Keter:
~ Uraen Kagatan Tm Pengeictaan Penanggung Jawab Pedengkapan Wakts I Output angan
Al e <Tujuan PBJ Faket pengadaan berdasarkan
e emanan area sratags he paket-paket o.Wn“:nll » area strategis
s Persacasn 3 manrg-masng OPOUN ta ::Imm aan
<ara ahun
|-Paket pengadaan terpikh |'nputiupdate data proses dan
«SOP PBJ dala rencana aksi ke dalam
Rencana aksi template data kinena
1Y Mok saratan proses Can rencana al s — I .
1 Temn plate data kinerja
Template dala kinernja Laporan kinena per paket
terupdate
2 | | Veiaparien reslian proses dan remcana L:J
o C
“Laporan kuinena per paket *Kompilasi pencapaian kinena
«Formula perhitungan di per indikator
a3 [0 pulan can ™ siakusan atribut indikator Kompilasi rencana aksi
joengoiaten Sata
*Kompilas: pencapaian *Hasil analisis berdasarkan
knena per indikator metode yang digunakan
“ MaS AN 3 E.AS 330 reho™ encawn l Kompidasi rencana aksi “Rekomendasi perbaikan
|ertasan
~Hasd analisis berdasarkan Laporan pencapaian kinena
metode yang digunakan
vs  [Meraan wooran Lnena l -Rekomendasi perbaikan
BulananTelan serestarery ahunan)
Laporan pencapaian kinena Maten presentasi laporan Audience dan presentasi
pencapaan kinena Ilaponn secara periodik dapat
Dilaksanakan “—lull frekuensi
pelaporan dari setiap indikator,
18 Mo wserasaan aporan wrena presentasi dapat disampaikan
Ddaran Tenian eremeran Whunan) l I kepada Tim Internal UKPBJ
(termasuk penanggung jawab
kinerja), ataupun kepada
pim pinan organisasi (jika
diperiukan).
Meyeargoar e 2ost Sergar pe pran |Maten presentas: laporan *Perselujuan rekomendasi
e pencapaan kinerja perbaikan
2 Meryet gs rebomencan pertaian Ll ~Laporan akhir status indikator
v A Setseliw 7 yang telah tercapal atau
T Maarpamn proses targa scaya waktunya telah terlampaul
|-<o78 DerTasan
| Mewaraar oAz Wrena teah
her—pm 2tau mactarya Wan erargad (a)
&






